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ABSTRAK 

Nama : Sarifudin 

Nim 201810110311456 

Judul : Tinjauan Yuridis Pembentukan Badan Usaha Oleh 

Bank Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 

Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah 

Pembimbing : Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum 

Sofyan Arief, S.H., M.Kn 

 

Bank tanah adalah badan khusus yang merupakan badan hukum Indonesia yang 

dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola 

tanah. Sebagai implikasi perwujudan bank tanah maka dibentuklah Peraturan 

Pemerintah Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, dan Peraturan 

Presiden nomor 113 tahun 2021 tentang struktur dan penyelenggaraan badan bank 

tanah. Pasal 37 ayat (1) Peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang bank 

tanah memberi peluang bagi bank tanah untuk membentuk badan usaha. Penelitian 

ini bertujuan menganalisis ketentuan hukum, mekanisme, bentuk, dan jenis badan 

usaha yang dapat dibentuk oleh Bank Tanah, serta mengidentifikasi hambatan 

dalam pembentukan badan usaha. Fokus utama penelitian adalah kekaburan norma 

pada Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 khusunya dalam Pasal 37 terkait 

pembentukan badan usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis 

normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum 

primer berupa peraturan perundangan, sedangkan bahan hukum sekunder 

mencakup literatur hukum dan jurnal terkait. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 

ketidaklengkapan regulasi dalam pengaturan pembentukan badan usaha oleh Bank 

Tanah, khususnya terkait batasan, orientasi, dan kepastian hukum bentuk badan 

usaha yang dapat didirikan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan 

regulasi untuk memberikan kejelasan regulasi dan kepastian hukum dalam 

pembentukan badan usaha oleh Bank Tanah. 

Kata kunci: Bank Tanah, Pembentukan Badan Usaha, Kekaburan Norma. 
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ABSTRACT 

Name : Sarifudin 

Nim 201810110311456 

Tittle : Legal Review of the Establishment of a Business Entity by a Land 

Bank Based on Government Regulation Number 64 of 2021 

Concerning the Land Bank Agency 

Adviser : Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum 

Sofyan Arief, S.H., M.Kn 

 

A land bank is a special body which is an Indonesian legal entity established by the 

central government which is given special authority to manage land. As an 

implication of the realization of a land bank, Government Regulation Number 64 

of 2021 concerning the Land Bank Agency and Presidential Regulation Number 

113 of 2021 concerning the structure and organization of the land bank agency 

were established. Article 37 paragraph (1) of Government Regulation Number 64 

of 2021 concerning the land bank provides an opportunity for land banks to form 

business entities. This study aims to analyze the legal provisions, mechanisms, 

forms, and types of business entities that can be formed by the Land Bank, as well 

as to identify obstacles in the formation of business entities. The main focus of the 

study is the ambiguity of norms in Government Regulation Number 64 of 2021, 

especially in Article 37 concerning the formation of business entities. The research 

method used is normative juridical, with a statutory and conceptual approach. 

Primary legal materials are in the form of laws and regulations, while secondary 

legal materials include legal literature and related journals. The results of the study 

indicate that there is incomplete regulation in the regulation of the establishment 

of business entities by the Land Bank, especially regarding the limitations, 

orientation, and legal certainty of the form of business entities that can be 

established. This study recommends the need for regulatory updates to provide 

regulatory clarity and legal certainty in the establishment of business entities by 

the Land Bank. 

Keywords: Land Bank,Establishment of Business Entity, Norm Ambiguity. 
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